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AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
 
A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik 
Akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi 
kinerja dari suatu intansi atau organisasi. Hal tersebut menjadi 
penekanan yang ditujukan pada organisasi publik agar menghen-
daki keterbukaan, transparansi, keadilan, dan kebijakan dalam 
pengelolaan organisasi. Reformasi organisasi publik saat ini 
dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya publik secara 
efisien, efektif. 
Menurut Indra Bastian (2010), akuntansi sektor publik menjadi 
mekanisme dalam teknik serta analisis akuntansi yang diguna-
kan pada pengelolaan dana masyarakat yang terdapat pada 
lembaga-lembaga negara dan departemen yang berada di bawah-
nya, BUMD, BUMN, LSM, Yayasan-Yayasan Sosial, serta 
dana-dana proyek kerja sama baik sektor publik maupun 
swasta. Sedangkan menurut Abdul Hafiz (2006), akuntansi 
sektor publik merupakan proses penggolongan, pencatatan, serta 
pengikhtisaran dengan beragam metode tertentu dalam ukuran 
transaksi, moneter, dan kejadian kejadian yang sifatnya masuk 
ke dalam laporan penyelenggaraan pemerintah yang turut pada 
asas otonomi serta tugas pembatuan yang didasarkan pada 
prinsip otonomi pada prinsip dan sistem NKRI. 
Dari pengertian-pengertian tersebut diatas maka dapat disimpul-
kan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah proses 
pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian sampai dengan 
membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi 
publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang 
membutuhkan dan dapat digunakan pada saat pengambilan 
sebuah keputusan.  
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Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan per-
tanggungjawaban semua laporan mengenai realisasi anggaran 
dan kegiatan suatu organisasi. 
 
B. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik 
Akuntansi sektor publik sangat berbeda dengan akuntansi sektor 
swasta. Perbedaan yang paling signifikan yaitu pada instansi 
atau lembaga yang menerapkan sistem akuntansi tersebut. 
Akuntansi sektor publik memang secara garis besar berkaitan 
dengan instansi atau lembaga pemerintahan, tetapi ada juga non-
pemerintahan, seperti lembaga atau organisasi yang berbadan 
hukum dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bukan 
mencari keuntungan. Berikut ini beberapa komponen-komponen 
yang sangat mempengaruhi organisasi sektor publik: 
1. Ekonomi 
a) Tingkat inflansi 
b) Nilai kurs (nilai tukar mata uang) 
c) Tenaga kerja produktif 
d) Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita 
e) Infrastruktur (sarana dan prasarana) 
2. Politik 
a) Legitimasi hukum pemerintah 
b) Tipe pemerintah yang berkuasa 
c) Ideologi dan dasar-dasar yang dianut 
d) Jaringan internasional 
e) Hubungan antara negara dengan warga di dalamnya 
f) Hubungan antar lembaga 
3. Kultural 
a) Nilai (moral) yang berlaku dalam masyarakat 




d) Tingkat pendidikan 
e) Sosiologis masyarakat 
f) Karakteristik masyarakat yang berbeda-beda pada setiap 
daerah 
4. Demografis 
a) Tingkat pertumbuhan penduduk 
b) Migrasi 
c) Angka harapan hidup masyarakat 
d) Kesehatan masyarakat 
e) Penyebaran usia penduduk 
 
C. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 
Ruang lingkup dari akuntansi sektor publik lebih luas bila 
dibandingkan dengan sektor swasta. Sesuai dengan namanya, 
bidang ilmu ini melingkupi ruang yang memiliki kepentingan 
bersama. Bila akuntansi manajemen dan sistem akuntansi 
keuangan diterapkan dalam pemerintahan dan swasta, akuntansi 
sektor publik juga melingkupi pada perencanaan keuangan 
dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta 
implikasi keuangan yang berdasar pada kebijakan pemerintah. 
Secara lembaga, sektor publik lebih banyak diterapkan pada 
lembaga pemerintah pusat dan daerah, perusahaan miliki negara, 
organisasi politik, LSM, hingga organisasi nirlaba. 
Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu 
yang harus memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal 
akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta karena 
adanya perbedaan linkungan yang mempengaruhi. Sifat dan 
karakteristik organisasi sektor publik terutama adalah tujuan, 
sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah 
organisasi nonlaba.  
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Tujuan sektor publik adalah memberi pelayanan kepada masya-
rakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya 
pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan 
masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan 
barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, 
sektor komersial bertujuan mencari laba untuk meningkatkan 
kesejahteraan pemegang saham.  
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat 
kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor 
publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.  
 
D. Pemakai dan Kebutuhan Informasi Akuntansi Sektor 
Publik 
Akuntansi menghasilkan informasi yang dapat digunakan 
sebagai alat dalam pengambil keputusan. Pemakai informasi 
tersebut dapat dikelompokan menjadi pemakai internal dan 
pemakai eksternal. Pemakai internal yang pasti adalah manaje-
men dari organisasi tersebut, dan pemakai eksternal yaitu para 
pengguna diluar dari manajemen organisasi tersebut. 
Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 
pemerintah, namun tidak terbatas pada: 
1. masyarakat 
2. para wakil rakyat  
3. lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 
4. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, 
investasi, dan pinjaman 
5. pemerintah. 
Kebutuhan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua 
pihak yang membutuhkan.  
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Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah tidak dibuat untuk 
memenuhi kebutuhan dari setiap pihak pemakai. 
Namun demikian, pajak merupakan sumber utama pendapatan 
pemerintah, maka perlu adanya ketentuan laporan keuangan 








SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
 
A. Dasar Kebutuhan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daerah telah 
dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian 
Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang 
secara ko-insidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan 
negara. Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan 
UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak 
zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga 
paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang 
menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, 
yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan 
Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-
haraan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan 
Negara. 
Pentingnya akuntabilitas publik dalam good governance ini 
tampak sangat terlihat dari aturan vang dibuat dalam peraturan 
pemerintah tersebut diatas. Penyajian laporan pertanggung-
jawaban keuangan antara lain berisikan Neraca, Laporan Perhi-
tungan Anggaran dan Laporan Arus Kas. Adapun sistem dan 
prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban 
keuangan daerah ini muncul sebagai konsekuensi logis dari 
implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh masya-
rakat. Pembaruan-pembaruan tersebut pada dasarnya menyang-
kut hal-hal, antara lain: 
1. Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, 
proses penyusunan anggaran, perubahan format dan adminis-





2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan 
daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, 
cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan 
defisit, 
3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, 
pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya. 
 
B. Tujuan Penyusunan Pedoman Akuntansi Pemerintah 
Daerah 
Penyusunan pedoman akuntansi keuangan daerah sangat di-
perlukan. Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi keuangan 
daerah tersebut antara lain: 
1. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi 
yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi 
keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, teru-
tama dengan perlakuan otonomi daerah yang baru. 
2. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi 
yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur 
pencatatan serta jurnal stadar yang telah disesuaikan dengan 
siklus kegiatan pemerintah daerah yang menyangkut peng-
anggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. 
 
C. Dasar Hukum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 
Dasar Hukum Akuntansi Keuangan Daerah, antara lain: 
1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 
4. PMK No.196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan 
dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan 




5. PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan 
Hibah 
6. PMK No.230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah 
7. PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK 
No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 
Adapun pembagian fungsi dari akuntansi keuangan daerah 
menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara 
pasal 51 : 
1. Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi 
atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, 
termasuk pembiayaan dan perhitungannya. 
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran 
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, 
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan 
belanja. 
3. Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
 
D. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah  
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Peme-
rintah merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu 
kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat 
diterapkan, yang terdiri dari: 
1. Asumsi Kemandirian Entitas 
Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi 
dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban 
untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi keka-
cauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.  
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Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya 
kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksana-
kannya dengan tanggung jawab penuh.  
Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber 
daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokok-
nya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber 
daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan 
entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang 
telah ditetapkan. 
2. Asumsi Kesinambungan Entitas 
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pela-
poran akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Peme-
rintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas 
entitas pelaporan dalam jangka pendek. 
3. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary 
Measurement) 
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap 
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. 
Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis 







A. Pengertian Desa 
Desa adalah suatu bagian yang penting dari masyarakat dimana 
tidak dapat terpisahkan. Pentingnya desa ini disampaikan oleh 
berbagai ahli yang memberikan pendapatnya. Oleh karena 
itulah, keberadaan desa semestinya tidak boleh diremehkan 
termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan 
desa tersebut.  
Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” 
yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan arti dari desa sendiri 
berkembang sehingga menambah maknanya sampai mengurangi 
maknanya yang berkesan negatif. Paul H. Landis memberikan 
definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada 
masyarakatnya.  
Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut: 
1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal 
antar ribuan jiwa 
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap 
kebiasaan 
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum 
yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan 
alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan 
agraris adalah bersifat sambilan. 
Sedangkan menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masya-
rakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
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dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Desa bukanlah Kelurahan. Desa juga bukan bawahan 
Kecamatan, karena Kecamatan adalah bagian dari perangkat 
daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat 
daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa mempunyai hak 
mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangan-
nya, desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan. 
Beberapa kewenangan dari sebuah desa: 
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasar-
kan hak asal usul desa 
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten ataupun Kota 
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengatu-
rannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara 
langsung bisa meningkatkan pelayanan masyarakat. 
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. 
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B. Struktur Perangkat Desa 
 
Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, struktur 
perangkat desa, meliputi: 
1. Kepala Desa  
Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan 
nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penye-
lenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan 
pemerintah dan pemberdayaan desa 
2. Sekretaris Desa 
Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa 
menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan 
dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu 
persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan 
penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain 




3. Pelaksana Teknis Desa 
a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) 
Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola 
administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi 
melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, perta-
nahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat. 
b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) 
Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis 
pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pem-
bangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksa-
nakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa 
dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola 
tugas pembantuan. 
c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) 
Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan 
kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melak-
sanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. 
Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, 
pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 
d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) 
Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber 
pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan 
laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang 
diberikan sekretaris. 
e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) 
Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip 
desa, inventaris kekayan desa, dan administrasi umum. Dan juga 
sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. 






4. Pelaksana Kewilayahan 
a. Kepala Dusun 
Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa 
melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu 
kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan 
Pemerintah Desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan 
masyarakat. 
b. Administrasi Desa 
Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi 
penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. 
Jenis dan bentuknya menurut peraturan mentri dalam negeri ada 
5 yaitu : 
1) Administrasi Umum.  
Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan 
pemerintahan desa. 
2) Administrasi Penduduk.  
Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan 
mutasi penduduk. 
3) Administrasi Keuangan.  
Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan 
keuangan desa. 
4) Administrasi Pembangunan.  
Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang 
akan, sedang dan telah dilaksanakan. 
5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.  
Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD. 
Struktur Pemerintahan Desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan 
difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur 
untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsi-
nya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa 




C. Jenis-jenis Desa 
Untuk mengetahui jenis desa, ada tiga unsur penting, yaitu: 
Pertama, daerah meliputi lokasi, luas, dan batas wilayah serta 
penggunaannya. Kedua, penduduk  berkaitan erat dengan 
kualitas dan kuantitas penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, 
kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Dan yang ketiga 
tata kehidupan, yang dimaksudkan adalah pola tata pergaulan 
dan ikatan pergaulan sesama warga desa, biasanya hubungan 
antaranggota masyarakat masih sangat erat. 
Berikut jenis-jenis desa beserta ciri-cirinya berdasarkan klasifi-
kasi desa sesuai tingkat perkembangan desa. 
1. Desa Swadaya  
Desa Swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi 
dikelola dengan sebaik-baiknya. Desa di mana sebagian besar 
masyarakat memenuhi keburuhan sendiri. 
Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhu-
bungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya 
sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain 
atau bahkan tidak sama sekali.  
Ciri-ciri dari Desa Swadaya, antara lain: 
a. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya 
b. Penduduknya jarang. 
c. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. 
d. Bersifat tertutup. 
e. Masyarakat memegang teguh adat. 
f. Teknologi masih rendah. 
g. Sarana dan prasarana sangat kurang. 
h. Hubungan antarmanusia sangat erat. 





2. Desa Swakarya 
Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya 
menuju desa swasembada. Desa ini keadaannya sudah lebih 
maju dibandingkan Desa Swadaya. Masyarakatnya juga sudah 
mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyara-
kat luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum 
terlalu sering.  
Ciri-ciri dari Desa Swakarya, antara lain: 
a. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. 
b. Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi 
c. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh 
dari pusat perekonomian. 
d. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur 
lalulintas dan prasarana lain. 
e. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. 
3. Desa Swasembada 
Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah 
mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam 
dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. 
Desa ini juga sudah mampu mengembangkan semua potensi 
yang dimiliki secara optimal, dengan ditandainya oleh kemam-
puan masyarakatnya untuk melakukan tukar-menukar barang 
dengan wilayah lain (fungsi perdagangan), dan kemampuan 
untuk saling memengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. 
Dengan hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap 
teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga 
proses pembangunan berjalan dengan baik.  
Ciri-ciri dari Desa Swasembada, sebagai berikut: 
a. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan. 
b. Penduduknya padat-padat. 
c. Tidak terikat dengan adat istiadat 
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d. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih 
maju dari desa lain. 
e. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. 
 
D. Pengertian Dana Desa 
Pengertian Dana Desa, menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 
adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang 
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan 
untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Adapun tujuan dari dana desa, antara lain: 
1. Meningkatkan pelayanan publik di desa. 
2. Mengentaskan kemiskinan. 
3. Memajukan perekonomian desa. 
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. 
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 
Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewena-
ngannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga 
diberikan sumber-sumber pendapatan. 
Sumber Pendapatan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang 
Desa Pasal 72 ayat (1), bersumber dari:  
1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli 
Desa. 
2. Dana Desa dari APBN.  
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota 
(paling sedikit 10%). 
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari 




5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota.  
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.  
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
UU 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari 
Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis 
Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 ayat 
(2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke 
Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on 
top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah 
Desa dan dialokasikan berdasarkan: 
1. Jumlah penduduk 
2. Angka kemiskinan 
3. Luas wilayah 
4. Tingkat Kesulitan Geografis 
Melalui Permen Nomor 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi-
grasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, dana desa 
memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 
4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan 
pandangan mengenai pemanfaatan dana desa tersebut. 
Beberapa prioritas penggunaan dana desa menurut Permen 
Nomor 16 Tahun 2018 yaitu: 
1. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa; 
2. Dana desa harus dapat digunakan untuk membiayai 






3. Dana desa harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, 
peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, 
serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa; 
4. Dana desa tidak hanya pada program yang bersifat 
pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas 
SDM atau sumber daya manusia yang berada di desa; 
5. Dana desa harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyara-
kat desa seperti pengadaan pembanguan, hingga pengemba-
ngan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk 
memenuhi kebutuhan seperti transportasi, energi, dan bebe-
rapa manfaat kebutuhan lainnya; 
6. Dana desa harus dapat meningkatkan pelayanan publik di 
tingkat desa berupa kegiatan di bidang kesehatan (penyediaan 
air bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk 
bayi dan balita, hingga pelatihan pemantauan perkembanguan 
kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa 
kegiatan lainnya); 
7. Dana desa seperti Program Pembangunan Sarana Olahraga 
Desa serta peningkatan SDM yaitu Program Kegiatan Padat 
Karya termasuk penanganan masalah kemiskinan dan juga 
pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja 
baru, harus diputuskan melalui musyawarah desa; 
Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: 
1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa 
yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; 
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan 
seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; 
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewena-
ngan lokal berskala Desa; 
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4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa 
pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas 
nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa 
yang dibagi rata. 
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan 
peran serta masyarakat Desa; 
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana 
Desa. 
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendaya-
gunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 
ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai 
Dana Desa. 
Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berda-
sarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa khususnya dalam Pasal 37.  
Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi 
dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa; 
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan 
Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali 
Kota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
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3. Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan 
lokal. 
Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa 
berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk 
penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan 
Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa. 
Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan 
peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan 
menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. 
Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan peng-
gunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman 
Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar 
kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pember-dayaan 
masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.  






1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemelihara-
an Sarana Prasarana Desa 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara 
lain: 
 pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga 
miskin; 
 penerangan lingkungan pemukiman; 
 pedestrian; 
 drainase; 
 tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 
 pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah 
penduduk; 
 alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
 sumur resapan; 
 selokan; 
 tempat pembuangan sampah; 
 gerobak sampah; 
 kendaraan pengangkut sampah; 
 mesin pengolah sampah; 
 pembangunan ruang terbuka hijau; 
 pembangunan bank sampah Desa; dan 
 sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan sarana prasarana transportasi, antara lain: 
 perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan 
kawasan DAS; 
 tambatan perahu; 
 dermaga apung; 
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 tambat apung (buoy); 
 jalan pemukiman; 
 jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
 jalan poros Desa; 
 jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
 jembatan Desa: 
 gorong-gorong; 
 terminal Desa; dan 
 sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan, sarana dan prasarana energi, antara lain: 
 pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
 pembangkit listrik tenaga diesel; 
 pembangkit listrik tenaga matahari; 
 pembangkit listrik tenaga angin; 
 instalasi biogas; 
 jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan 
 sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara 
lain: 
 jaringan internet untuk warga Desa; 
 website Desa; 
 peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
 radio Single Side Band (SSB); dan 
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 sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 
Dasar 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 
 air bersih berskala Desa; 
 jambanisasi; 
 mandi, cuci, kakus (MCK); 





 tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) 
sebagai media deteksi dini stunting; 
 kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan 
 sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara 
lain: 
 taman bacaan masyarakat; 
 bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung 
PAUD; pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung 
PAUD untuk PAUD HI; 
 buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 
 wahana permainan anak di PAUD; 
 taman belajar keagamaan; 
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 sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 
 Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 
 bangunan perpustakaan Desa; 
 buku/bahan bacaan; 
 balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
 gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 
 film dokumenter; 
 peralatan kesenian dan kebudayaan; 
 pembuatan galeri atau museum Desa; 
 pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi 
(KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak 
serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi di Desa; 
 sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah 
yang aman bagi anak; dan 
 sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemelihara-
an Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha 
pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
 bendungan berskala kecil; 
 pembangunan atau perbaikan embung; 




 pencetakan lahan pertanian; 
 kolam ikan; 
 kapal penangkap ikan; 
 tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
 tambak garam; 
 kandang ternak; 
 mesin pakan ternak; 
 mesin penetas telur; 
 gudang penyimpanan sarana produksi pertanian 
(saprotan); 
 pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, 
kopi, coklat, dan kopra); 
 embung Desa; 
 gudang pendingin (cold storage); 
 sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan 
pompa air); 
 alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, 
pancing, dan perangkap); 
 alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 
 keramba jaring apung; 
 keranjang ikan; 
 alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 
 alat produksi es; 
 gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan 
perikanan); 
 tempat penjemuran ikan; dan 
 sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil 
pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 




b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/ 
atau industri rumahan yang difokuskan kepada pemben-
tukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
 mesin jahit; 
 peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
 mesin penepung ikan; 
 mesin penepung ketela pohon; 
 mesin bubut untuk mebeler; 
 mesin packaging kemasan; 
 roaster kopi; 
 mesin percetakan; 
 bioskop mini; 
 alat pengolahan hasil perikanan; 
 docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan 
 sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil 
dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
 pasar Desa; 
 pasar sayur; 
 pasar hewan; 
 tempat pelelangan ikan; 
 toko online; 
 gudang barang; 
 tempat pemasaran ikan; dan 
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 sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musya-
warah Desa. 
d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 
 ruang ganti dan/atau toilet; 
 pergola; 
 gazebo; 
 lampu taman; 
 pagar pembatas; 
 pondok wisata (homestay); 
 panggung kesenian/pertunjukan; 
 kios cenderamata; 
 pusat jajanan kuliner; 
 tempat ibadah; 
 menara pandang (viewing deck); 
 gapura identitas; 
 wahana permainan anak; 
 wahana permainan outbound; 
 taman rekreasi; 
 tempat penjualan tiket; 
 angkutan wisata; 
 tracking wisata mangrove; 
 peralatan wisata snorkeling dan diving; 
 papan interpretasi; 
 sarana dan prasarana kebersihan; 
 pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 
 internet corner; dan 
 sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai 




e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
 penggilingan padi; 
 peraut kelapa; 
 penepung biji-bijian; 
 pencacah pakan ternak; 
 mesin sangrai kopi; 
 pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
 pompa air; 
 traktor mini; 
 desalinasi air laut; 
 pengolahan limbah sampah; 
 kolam budidaya; 
 mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan 
 sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
f) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup 
antara lain: 
 pembuatan terasering; 
 kolam untuk mata air; 
 plesengan sungai; 
 pencegahan kebakaran hutan; 
 pencegahan abrasi pantai; 
 pembangunan talud; 




 pemulihan stock ikan (restocking) lokal; 
 rehabilitasi kawasan mangrove; 
 penanaman bakau; dan 
 sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lain-
nya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha-
raan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana 
alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
 kegiatan tanggap darurat bencana alam; 
 pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung 
berapi; 
 pembangunan gedung pengungsian; 
 pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 
alam; 
 rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang 
terkena bencana alam; 
 pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
 P3K untuk bencana; 
 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan 
 sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
Berikut ini daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan 
masyarakat desa: 
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 
Dasar 
a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, 
antara lain: 
 pelatihan pengelolaan air minum; 
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 pelayanan kesehatan lingkungan; 
 bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan 
kader pembangunan manusia (KPM); 
 alat bantu penyandang disabilitas; 
 Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah 
terhadap anak penyandang disabilitas; 
 pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat 
untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
 kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan 
pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan 
perkawinan anak; 
 kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 
 sosialisasi gerakan aman pangan; 
 praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak 
(PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain 
di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, 
BKB, PKK, dll); 
 pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
 pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk 
hotikultura; 
 perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu 
hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat 
anak dan lansia; 
 penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes); 
 pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan 
kunjungan neonatal; 
 pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi 
perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 





 kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, 
penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberku-
losis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 
 sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan 
reproduksi di tingkat Desa; 
 kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pem-
bangunan keluarga; 
 pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Pening-
katan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 
 peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengem-
bangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digi-
talisasi; 
 pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabi-
litas; 
 pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kese-
hatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola 
konsumsi dan lainnya; 
 pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam 
memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, 
stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan 
pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan; 
 pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga; 
 pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 
perlindungan Anak; 
 pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa; 
 sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan 
pelaku usaha pangan; 
 penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor 
dalam penangkapan ikan dan 
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 kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat 
Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebuda-
yaan antara lain: 
 bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/ 
TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak 
dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 
 penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara 
holistik integratif (PAUD HI); 
 penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang-
tua anak usia 0-2 tahun; 
 pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi 
pencegahan stunting di Desa; 
 pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 
 penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader 
pembangunan Desa; 
 pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keteram-
pilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 
 pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya; 
 bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, 
olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 
 pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pem-
buatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, 
foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 
 pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 
 pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan 
kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak 
pidana perdagangan orang; 
 bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) 
bagi warga miskin; 
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 pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak 
diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 
 pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari 
keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan 
menengah; 
 pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak ber-
kebutuhan khusus; 
 penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan 
parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 
 pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna 
alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan 
sendiri dan/atau sesuai tren; 
 pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupa-
kan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan 
pasar; 
 pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern. 
 pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa 
kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, 
mesin percetakan; 
 pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi 
baik di media online atau offline; 
 pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat 
Desa; 
 pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para 
pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui 
tulisan dan visual; 
 pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam meng-
akses permodalan baik di bank dan non-bank; 






 pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan 
 kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
2. Pengelolaan Sarana Prasarana Desa berdasarkan 
Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal yang Ter-
sedia 
a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 
 pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
 pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
 pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musya-
warah Desa. 
b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
 pengelolaan terminal Desa; 
 pengelolaan tambatan perahu; dan 
 pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 
c) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
 pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 
 pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
 pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
 pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 
 pengelolaan energi tenaga matahari; 
 pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan 
 pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai 





d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
 sistem informasi Desa; 
 website Desa; 
 radio komunitas; 
 pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan 
ikan; dan 
 pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musya-
warah Desa. 
3. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pengelolaan 
Sarana dan Prasarana Ekonomi 
a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian 
untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di-
fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan per-
desaan, antara lain: 
 perbenihan tanaman pangan; 
 pembibitan tanaman keras; 
 pengadaan pupuk; 
 pembenihan ikan air tawar; 
 pengelolaan usaha hutan Desa; 
 pengelolaan usaha hutan sosial; 
 pengadaan bibit/induk ternak; 
 inseminasi buatan; 
 pengadaan pakan ternak; 
 tepung tapioka; 
 kerupuk; 
 keripik jamur; 
 keripik jagung; 
 ikan asin; 
 abon sapi; 
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 olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, 
ikan asin, ikan rebus dam ikan abon); 
 olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, 
kosmetik, karagenan dll); 
 olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 
 pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai; 
 pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 
 pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan 
cemara laut); dan 
 pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
 meubelair kayu dan rotan, 
 alat-alat rumah tangga; 
 pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 
 kain tenun; 
 kain batik; 
 bengkel kendaraan bermotor; 
 pedagang di pasar; 
 pedagang pengepul; 
 pelatihan pengelolaan docking kapal; 




 pelatihan pemasaran perikanan; dan 
 pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musya-
warah Desa. 
c) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau 
BUMDesa Bersama, antara lain: 
 pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
 penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama; 
 penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama; dan 
 kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
 pengelolaan hutan Desa; 
 pengelolaan hutan adat; 
 pengelolaan air minum; 
 pengelolaan pariwisata Desa; 
 pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan pere-
busan); 
 pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah 
mangrove dan wisata edukasi); 
 pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi 
pantai; 
 pelatihan pembenihan ikan; 




 produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 
e) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masya-
rakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengem-
bangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
 hutan kemasyarakatan; 
 hutan tanaman rakyat; 
 kemitraan kehutanan; 
 pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
 pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil 
dan/atau industri rumahan; 
 bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
usaha ekonomi masyarakat; dan 
 pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
f) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan 
ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
 sosialisasi TTG; 
 pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 
 percontohan TTG untuk: 
 produksi pertanian; 
 pengembangan sumber energi perdesaan; 
 pengembangan sarana transportasi; 
 pengembangan sarana komunikasi; dan 




 sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan 
ikan; 
 sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan 
 pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musya-
warah Desa. 
g) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pem-
bentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
 penyediaan informasi harga/pasar; 
 pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masya-
rakat; 
 kerjasama perdagangan antar Desa; 
 kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
 pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewe-
nangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
h) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsia-
gaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi: 
 penyediaan layanan informasi tentang bencana; 
 pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 
bencana; 
 pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan 
bencana; 
 pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan 
 penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya 






 pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
 pembibitan pohon langka; 
 reboisasi; 
 rehabilitasi lahan gambut; 
 pembersihan daerah aliran sungai; 
 pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) 
 pemeliharaan hutan bakau; 
 pelatihan rehabilitasi mangrove; 
 pelatihan rehabilitasi terumbu karang; 
 pelatihan pengolahan limbah; dan 
 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
i) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata 
kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial 
 mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola 
oleh Desa, antara lain: 
 pengembangan sistem informasi Desa (SID); 
 pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah 
Desa sehat dan/atau balai rakyat; 
 pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau 
balai rakyat; dan 
 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 mengembangkan program dan kegiatan pembangunan 
Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan 
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di 
Desa, antara lain: 
 penyusunan arah pengembangan Desa; 
 penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan 
Desa yang berkelanjutan; 
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 penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di 
Desa; 
 pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil 
perikanan; 
 peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam 
pengelolaan perikanan; dan 
 kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
 pendataan potensi dan aset Desa; 
 penyusunan profil Desa/data Desa; 
 penyusunan peta aset Desa; 
 penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem 
perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi 
kemiskinan terpadu; 
 dukungan penetapan IDM; 
 penyusunan peta Desa rawan bencana; dan 
 kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak 
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: 
 sosialisasi penggunaan dana Desa; 
 penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, 
warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok 
marginal; 
 pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa 
sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi 
bagi anak-anak di Desa; 
 rembug stunting di Desa; 
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 rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musren-
bangdes; 
 pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian 
dari musrenbangdes; 
 penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
dan 
 sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok 
masyarakat dan keluarga; 
 pelatihan bagi kader Desa tentang gender; 
 pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan 
kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, 
dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
yang bersifat afirmasi; 
 pelatihan perencanaan dan penganggaran yang res-
ponsif gender bagi fasilitator Desa; 
 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas 
dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa, antara lain: 
 pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset 
Desa berbasis data digital; 
 pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang 
terbuka untuk publik; 
 pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis 
masyarakat; dan 
 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan 




 penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa 
perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam 
Musyawarah Desa; 
 penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pem-
bentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat 
Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain: 
 pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelom-
pok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan mem-
fasilitasi anak, dan pengorganisasian. 
 pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data 
dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis 
warga, dan isu anak lainnya; 
 advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel 
warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses 
administrasi kependudukan dan catatan sipil; 
 peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya 
ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar 
ikan; dan 
 kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
 menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas 
sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengem-
bangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
 pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, 
industri kecil dan perdagangan; 
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 pelatihan industri rumahan; 
 pelatihan teknologi tepat guna; 
 pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa 
sesuai kondisi Desa; 
 Pelatihan pemandu Wisata; 
 Interpretasi wisata; 
 Pelatihan Bahasa Asing; 
 Pelatihan Digitalisasi; 
 Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 
 Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok 
sadar wisata/Pokdarwis; 
 Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 
 Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah 
lingkungan; 
 Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 
 Pelatihan teknik pemasaran online; 
 Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan 
 kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendu-
kung pembentukan dan pengembangan produk unggu-
lan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 
 melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dila-
kukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara 
lain: 
 pemantauan berbasis komunitas; 
 audit berbasis komunitas; 
 pengembangan unit pengaduan di Desa; 
 pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa 
untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
 pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
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 penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertang-
gungjawaban dan serah terima hasi pembangungan 
Desa; dan 
 kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
 
E. Dasar Hukum Dana Desa 
Dasar hukum dalam penggunaan dana desa tersampaikan pada 







AKUNTANSI DANA DESA 
 
A. Pengertian Akuntansi Dana Desa 
Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang 
terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan 
pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasil-
kan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunkan 
pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang 
menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah: 
1. Masyarakat desa 
2. Perangkat desa 
3. Pemerintahan daerah 
4. Pemerintahan pusat 
Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan 
bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewa-
jiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya 
hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, 
pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Laporan 
keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang 
wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa: 
1. Anggaran 
2. Buku kas 
3. Buku pajak 
4. Buku bank 
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  
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maka kita coba jabarkan apa yang sebelumnya diatur pada UU 
Nomor 6 Tahun 2014, diantaranya:  
Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan 
Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pela-
poran, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyata-
kan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur 
dalam Peraturan Menteri (maksudnya Menteri Dalam Negeri).  
Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan 
Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran ter-
hitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  
Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan 
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 
setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama di-
sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 
Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat 
pada akhir Januari tahun berikutnya. 
Pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan 
realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampai-
kan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-
Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 
Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/ 
Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun 
anggaran. 
 
B. Penganggaran Dana Desa 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan 
bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan 
berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penye-




Keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung 
jawab. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan 
dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penye-
lenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan 
Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan 
pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa. 
SAPDesa tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertim-
bangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa 
dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due 
process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan 
pertanggungjawaban profesional KSAP. 
APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas : 
1. Pendapatan Desa  
Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 
tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 
2. Belanja Desa 
Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang meru-
pakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.  
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Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penye-
lenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut 
kelompok, kegiatan, dan jenis.  
3. Pembiayaan Desa  
Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ 
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerima-
an Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifi-






























C. Pelaporan Keuangan Dana Desa 
Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai 
berikut: 
1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan 
dalam penyusunan anggaran. 
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu di-
laksanakan. 
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi 
tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembua-
tan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku 
pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-
bukti transaksi. 
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian 
berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah 
neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/ 
posisi keuangan desa. 
5. Selain menghasilkan neracan bentuk pertanggungjawaban 






Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah 
basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan 
aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. 
Laporan keuangan desa yang harus dibuat oleh pengelola 
keuangan akuntansi Desa  adalah: 
1. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan 
disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusya-
warahan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran 
dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 
2. Buku Kas Umum 
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas 
yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik 
secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat 
mutasiperbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas 
umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. 
3. Buku Kas Harian Pembantu 
Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan 
untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang 
berhubungan dengan kas saja. 
4. Buku Bank 
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, 
dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubu-
ngan dengan uang bank. 
5. Buku Pajak 
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, 
dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubu-





6. Buku Inventaris Desa 
Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, 
dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa. 
7. Buku Persediaan 
Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran perse-
diaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan 
digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan 
pemberian. 
8. Buku Modal 
Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk 
mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa. 
9. Buku Piutang 
Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat 
piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul 
karenanya terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa 
yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh per-
orangan/badan usaha. 
10. Buku Hutang/Kewajiban 
Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untut 
mencatat hutang atau kewajiban desa. 
11. Neraca 
Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan 
desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan 
posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan 
modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca 
terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa. 
12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa 
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan 
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ 
defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbanding-
kan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan 
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